
 

                 

                      BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

TAHUN 2021 - 2036 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MAMASA, 

 

Menimbang:  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 40 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistim Penyediaan Air Minum, dalam melaksanakan 

penyelenggaraan SPAM Perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Induk 

Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Mamasa Tahun 

2021 – 2036. 

Mengingat:  1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3046); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang  Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4401); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo 

di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

SALINAN 



 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4422); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5056); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4858); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5112); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5230); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 

tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5801); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 



 

tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5802); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Mamasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 

dan  

BUPATI MAMASA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA INDUK 

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2021 -2036 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagi Daerah 

otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa; 

4. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut 

Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air 

tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu 

sebagai Air Baku untuk Air Minum. 

5. Air Permukaan adalah sumber air yang terdapat dipermukaan tanah 

seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air 

hujan, danau. 

6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat langsung diminum. 

7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk 

keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. 

8. Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk 

memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Air. 

9. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk 

aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air 

Minum Domestik. 

10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan 

kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 

11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM 

merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air 



 

Minum. 

12. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam 

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan 

prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk 

penyediaan Air Minum kepada masyarakat. 

13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait 

dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka 

memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang 

meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 

14. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 

kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang 

meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber 

daya manusia serta kelembagaan. 

15. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya 

disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan 

perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan 

jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang disusun berdasarkan 

proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam 

beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta 

dimensi-dimensinya. 

16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan 

Penyelenggaraan SPAM yang seluruhnya atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Daerah. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dan Penyelenggara dalam menyediakan Air 

Minum melalui Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) hingga 15 

tahun kedepan yaitu Tahun 2036. 

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : 

a. menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi  

hak masyarakat atas Air Minum 

b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang 

berkualias dengan harga terjangkau 

c. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien 

untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. 

  

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Rencana Induk Sistem 

Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Mamasa yang terdiri atas : 



 

a. penyelenggaraan SPAM PDAM Kabupaten Mamasa 

b. penyelenggaraan SPAM Perdesaan Kabupaten Mamasa 

 

BAB IV 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

KABUPATEN MAMASA 

Pasal 4 

(1) Rencana Induk SPAM merupakan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air 

Minum Kabupaten Mamasa Tahun 2021 – 2036; 

(2) Rencana Induk SPAM memuat tentang Rencana Pengelolaan Sumber 

Daya Air dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.  

(3) RISPAM berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan 

penyelenggara dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM di 

Kabupaten Mamasa. 

Pasal 5 

 

(1) Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa disusun dalam satu 

dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Mamasa. 

(2) Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa meliputi : 

a. Pendahuluan; 

b. gambaran Umum Kabupaten; 

c. kondisi SPAM Eksisting; 

d. standar Kriteria Perencanaan; 

e. proyeksi Kebutuhan Air; 

f. potensi Air Baku; 

g. rencana induk dan pras desain penyelenggaraan SPAM; 

h. analisis keuangan; dan 

i. Pengembangan Kelembagaan. 

(3) Dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB V 

JANGKA WAKTU 

Pasal 6 

(1) Rencana Induk SPAM Kabupaten Mamasa disusun dan ditetapkan 

untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun mulai Tahun 2021 sampai 

dengan Tahun 2036; 

(2) RISPAM yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun 

dan dapat diubah bila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan 

perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Mamasa setelah 

berkonsultasi dengan DPRD kabupaten Mamasa. 

(3) Peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari 

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) 

yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



 

(4) Unsur-unsur yang terlihat dalam Kelompok Kerja paling sedikit terdiri 

atas :  

a. perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah; 

b. perangkat daerah yang membidangi teknis air minum; 

c. perangkat daerah yang menangani perumahan dan permukiman; 

d. penyelenggara spam kabupaten; dan 

e. unit kerja yang membidangi peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VI 

PELAKSANAAN 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Kabupaten Mamasa menjadi pengendali pelaksanaan 

Rencana Induk SPAM. 

(2) Pemerintah Kabupaten Mamasa menunjuk Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Mamasa sebagai operator pelaksana layanan 

penyediaan air minum jaringan perpipaan di wilayah perkotaan dan 

ibukota kecamatan di Kabupaten Mamasa. 

(3) Pengelolaan layanan penyediaan air minum perdesaan atau SPAM 

Perdesaan di bawah koordinasi Dinas PUPR Bidang Cipta Karya. 

(4) Pengelolaan dan pemanfaatan SPAM Perdesaan dapat dilaksanakan oleh 

Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui 

Keputusan Kepala Desa. 

(5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggara SPAM. 

Pasal 8 

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan Evaluasi 

dan Pemantauan terhadap pelaksanaan Dokumen RISPAM; 

(2) Laporan Evaluasi dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaiakan kepada Bupati Mamasa melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 9 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Mamasa. 

 

              Ditetapkan di Mamasa 

              pada tanggal, 28 Desember 2021      

 

                        BUPATI MAMASA, 

 
               ttd. 

 
                        RAMLAN BADAWI 

 

 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 28 Desember 2021            

 

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,  

 

               ttd. 

KAIN LOTONG SEMBE 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 07 

NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 41 TAHUN 2021 

 


